PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

%1 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
i3 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

S,
9 JI. Anas Karim No. 14 Padang Panjang Telp/Fax. (0752)82234 Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 453/ 772 /DSPPKBP3A-PP/2019

. TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas
Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Padang Panjang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Lembar kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor :463/ 73 /DSPPKBP3A-PP/2019
Tanggal : 2¢, Juni 2019

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PADANG PANJANG.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusn ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Dinas Sosial ‘Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang
Panjang untuk menerapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen
Penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota Padang
Panjang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal ;

MARTONI, S. Sos, M. Si

PEMBINA TK. I, NIP\ 19730304 199308 1 001

Tembusan disampaikén kepada Yth :
1. Walikota Padang Panjang.
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang.



100 T 80€661 POEOEL6T\"dIN ‘I "ML VNIENAd

IS 'IN "soS 'S "INOLAVIN

DNVLNVd DNV

V.LOM VEdg3dd TVISOS SVNIA VIVdEHA

DNYCNVd DNVAVd N LOMITVM NV

euesualag ebienjay

i mxy(\ %MFMNH% synpnpuad ebrenjoyiad | uep uexnpnpuadey
SOSNId Yelly yeunr ueynquwnuad nfe eAuibbug yisepy syapu| yeue yeuwnl ejer-eey | ueuekepd  uexgexbuluspy
Jeue uep

uendwasaed ueeepiaquad

VEd@idd Jepuejs lensas |ynuadis) buek ond Joyeyipul yejwnp oNd (ekexdeyg enyeseq ueunBuequiad
SOSNIQ uetedes eAujewndo wnjaq yisepy | jeyipaild | yesbnuy)  3dv  edyipasd uesgexbuiusy
VEdgidd Jepuejs [ensas lynuadia) buek 1y Jojeaipul yejwnp Yeuy yeAe ejoy yeuy yeue yey
SOSNId ueedes eAuewndo wnjeq yisep 1eyipald yeAe ejoy ueleded jexybui] | ueynuswad uexpexbulusiy
1eyelefsew ueefepiaquwad eAedn ueunbuequad

vedaidd | %001 X «wuﬂwhww‘.%mlwﬁwﬁwkﬁ%ﬁcﬁﬁﬂ weep ledesedsew ueebequisiey e BueA uejexeledsewsy wejep jexesedsew
SOSNIA ’ uesad eAujewndo wnjag % [eIsos efiequis) asejuasiad | euas uesad uexjexbuiusjy
|eisos ueuefejad

vedaddd | %001 X juebuena) buek SYNJ yejwnr S)YNd depeyss) ueuebueuad uebueps) | uepedepuaw buek SYNG
SOSNId JUeBUeyp eAusSnIeyas buek SyNd Yejwnrt eAujewndo wnjaq yisep % Bueh SN aseiussiad uednyed uexieybulusiy

vivad
131 | w3swns NAHIANONS WERS—— ANy NVOLYS | o AR o | SIDELVALS NvavSYS
NVSVYI3rN3ad

DNVLNVd DNVAVd V.LOM VNV NVONNANITIEd
NVA NVAdINTIEd NVVAVAATIINEd VNVONTIIE VOAVATIA MNANANId NVITVANIONEL TVISOS SVNIA VAVd
VIV.LA VOAINIM dOLVAIANI

Suelued 3ueped ©103]
Jyeuy uedunpundd uep uenduwaidd
ueBABpIOqUWY BUBIUAIYY BIIen[ay

Jynpnpuag

seui( eped ewe}) elisury lojeyqIpuy :

610¢/dd-vedaiddsa/ =/ /€9b :
Suefueq Sueped vjoynem uesninday :

ueIepuaduag

[ersog
Suejugy,
610 TUNC 72 ressue,
JOWION

ueadure]




